
 

 

BUPATI PARIGI MOUTONG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 

NOMOR 5 TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 

TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PARIGI MOUTONG, 

Menimbang : a.  bahwa dasar hukum sebagai landasan legalitas dalam 

rangka penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada 
Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan regulasi terbaru, sehingga perlu diubah 
dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga 
Kepada Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi 

Sulawesi Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4185); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 



 

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 

Daerah; 
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 
  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran  

Daerah  Kabupaten  Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 
18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100); 

  13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 
26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi 
Moutong Nomor 113); 

   
Dengan Persetujuan  Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 
dan 

BUPATI PARIGI MOUTONG 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG 
SUMBANGAN PIHAK KETIGA PEMERINTAH DAERAH. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 23), diubah sebagai 
berikut : 

1. Konsideran Mengingat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 



 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi 

Sulawesi Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4185); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
       10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 

tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 
Daerah; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

  12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran  
Daerah  Kabupaten  Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 
18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100); 



 

  13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 
26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi 
Moutong Nomor 113); 

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus. 
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus. 
 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi 

Moutong. 
 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Parigi 

Pada tanggal 6 September 2013 

 

Ditetapkan di Parigi 

Pada tanggal 6 September 2013 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2013 NOMOR 27 

  



 

PENJELASAN 
ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 
NOMOR  

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 

TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH 

 
I. UMUM 

 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah sektor pendapatan 
lain-lain Daerah yang sah guna percepatan pembangunan di Daerah 
Kabupaten Parigi Moutong pada semua sektor secara terpadu dan 

berkelanjutan, perlu dilakukan upaya guna mendukung kegiatan 
tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa peran serta dan 

pengarahan dana baik dari Pemerintah maupun masyarakat.  
Dengan terbatasnya dana yang tersedia mendorong Pemerintah Daerah 
mengupayakan langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber 

pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara 
maupun Daerah melalui partisipasi masyarakat maupunPemerintah 

berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan 
Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 
 Cukup jelas. 

Pasal II 
 Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 
NOMOR 141 


